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ABSTRACT

Tax is the largest revenue source for the state, the government in this case, the directorate general of taxes is going to increase public awareness to fulfill their tax obligation. One of the efforts made by directorate general of taxes is applying system information technologies in the registration of the taxpayer to obtain a tax Payer Number, or called e-Registration. The number of principal Taxpayers its functions as identification of self or identity as a means of taxation, tax administration and tax documents are listed in each. Tax ID Registration with electronics was introduced by directorate general of taxes starting in 2004. KPP of Sekayu as taxation agencies as well as providing services of registration Tax ID breathtaking e-registration starting mid-2006. This research tries to explain the phenomenon of taxpayer compliance is affected by the use of information technology and service provided by KPP of Pratama Sekayu. The purposes of this research are to know the response of the community services with e-Tax ID Registration process, knowing of its Ministry, then to find out the level of effectiveness of the ministries related to the increase in the number of registered taxpayers in KPP of Sekayu Musi Banyu Asin District (MUBA). From the research that has been done found that services provided by KPP of Sekayu was effective in increasing the number of taxpayers registered in KPP Musi Banyu Asin District S (MUBA). But still found many shortcomings, such as; limited human resources and information technology infrastructure repair facilities inadequate.
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ABSTRAK

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan penerapan sistem teknologi informasi dalam pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, atau disebut e-Registration. Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas perpajakan, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Pendaftaran NPWP dengan elektronik diperkenalkan oleh DJP mulai tahun 2004. KPP Sekayu sebagai instansi perpajakan juga memberikan pelayanan pendaftaran NPWP sengan e-registration mulai pertengahan tahun 2006. Penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dan pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Sekayu. Tujuan penelitian ini mengetahui respon masyarakat atas pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-registration, mengetahui proses pelayanannya, kemudian mengetahui tingkat efektifitas dari pelayanan yang diberikan kaitannya dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA). Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPP Sekayu efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA). Akan tetapi masih ditemukan juga kelemahannya, yakni terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasana teknologi informasi yang kurang memadai.
Kata kunci : NPWP, Efektivitas, Teknologi Sistem Informasi
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
        Sumber penerimaan Negara terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri sendiri berasal dari sektor penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yaitu dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia dengan tingkat persentase besar, yaitu 70%-80%. Dengan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah bisa mengadakan pemenuhan kebutuhan seperti pembiayaan pengadaan fasilitas publik diantaranya untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte bus dan fasilitas lainnya. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan Indonesia dari official assessment system menjadi self assessment system. Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Self assessment system berarti masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur. 
        Namun pemerintah dalam hal ini aparatur pajak atau Direktorat Jenderal Pajak menyadari sepenuhnya bahwa self assessment system masih menemui banyak kendala dan hambatan. Setiap orang masih selalu berusaha menghindari pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat masih rendah untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP). Nomor Pokok Wajib Pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Memiliki NPWP juga memberikan manfaat langsung lain bagi Wajib Pajak, seperti sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai salah satu syarat jual beli tanah. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
        Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu adanya usaha untuk menciptakan kesadaran publik untuk memiliki NPWP. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi institusi perpajakan yang ada, karena masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan akan cenderung meminta pelayanan ke institusi perpajakan di daerahnya untuk mencari informasi tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu manual dan elektronik. Dengan cara manual, Wajib Pajak bisa mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan dengan melalui elektronik atau biasa disebut e-Registration, yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id dengan memilih (mengeklik) e-Registration (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet), lalu Wajib Pajak bisa memasukkan data-data pribadi yang diperlukan berdasarkan tanda pengenal (KTP/SIM/Paspor). Selanjutnya Wajib Pajak dapat menyerahkan atau mengirimkan melalui pos, fotocopy data pribadi tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat.
        Dengan perkembangan teknologi yang ada, tentunya cara pendaftaran NPWP melalui elektronik lebih praktis, terlebih jika instansi pajak terkait, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) bisa menyediakan pelayanan untuk pendaftaran NPWP. KP2KP sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk memberikan penyuluhan, konsultasi, dan pelayanan tentang kewajiban Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Dengan pelayanan yang diberikan di KPP maupun KP2KP, masyarakat tidak perlu direpotkan untuk memiliki NPWP, sehingga jumlah Wajib Pajak terdaftar akan mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah pendaftaran wajib pajak orang pribadi melalui manual dan media elektronik e-registration yang dilakukan oleh wajib pajak.
Tabel 1
Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftar melalui manual dan      e-registration periode 2009-2013 di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

	No
	Tahun
	Pendaftaran WP secara manual
	Pendaftaran WP secara e-registration
	Jumlah

	
	
	
	
	

	1
	2009
	45.622
	1.534
	47.156

	2
	2010
	53.214
	1.879
	55.093

	3
	2011
	56.465
	2.276
	58.741

	4
	2012
	60.288
	2.645
	62.933

	5
	2013
	64.935
	3.083
	68.018


Sumber. KPP Sekayu 2009-2013
        Berdasarkan  tabel 1 dapat di lihat bahwa setiap tahun pendaftaran wajib pajak mengalami peningkatan baik itu secara manual dan e-registration, akan tetapi walaupun pendaftaran wajib pajak melalui e-registration mengalami peningkatan setiap tahunnya lebih kecil dibandingkan dengan pendaftaran secara manual tentu ini menjadi tugas KPP sekayu bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan pendaftaran wajib pajak melalui e-registration, karena dengan      e-registration wajib pajak lebih menghemat waktu dan tenaga serta KPP sekayu lebih mudah dalam pendataan wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Evaluasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi secara Manual dan e-regestration di Kota Sekayu Musi Banyuasin”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah  efektifitas pendaftaran wajib pajak melalui e-registration di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA).
Ruang Lingkup Pembahasan
Agar pembahasan lebih terarah dan  lebih akurat, maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada pokok pembahasan pendaftaran wajib pajak  orang pribadi secara manual dan e-registration. 
Tujuan dan Manfaat Penelitian.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas e-registration berjalan dalam pendaftaran wajib pajak di kantor pelayanan pajak di Kota Sekayu.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
2. Sebagai masukan yang bermanfaat guna mengetahui penerapan pemotongan PPh Pasal 21.
METODE PENELITIAN
Berdasarkan data diatas maka penulis memilih 2 jenis penelitian tersebut untuk menulis laporan akhir ini. Adapun penelitian yang penulis gunakan adalah :

1. Penelitian Lapangan (field research)
     Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepad perusahaan yang bersangkutan,  untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan akhir ini.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
  Metode yang dilakukan dengan membaca semua hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data primer dan data sekunder. 
1. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan Kepala Seksi (KASI) Pengolahan Data Informasi (PDI) tentang pendaftaran wajib pajak pada KPP Pratama Sekayu.

2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data wajib pajak yang terdaftar di KPP Kota  Sekayu tahun 2009-2013 dan data  berupa target dan realisasi pendaftaran wajib pajak melalui e-registration dari tahun 2009-2013 pada KPP Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin.
Objek Penelitian dan teknis analisis

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin,  yang beralamat di Jalan Perjuangan No.321 Sekayu Musi Banyuasin. 
Teknik Analisis

Teknik Alaisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah suatu metode analisis secara objektif dengan mencatat, memaparkan, mengklasifikasikan dan menganalisis data dan informasi secara jelas mengenai permasalahan yang ada, lalu diolah menggunakan teori-teori yang relevan. Berikut ini adalah kerangka berpikir yang di gunakan dalam penelitian ini :

Efektifitas Pendaftaran NPWP Secara Manual dan e-Registration







Gambar I
Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Setiap warga negara yang memnuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang No.28 Tahun 2007, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP melalui dua cara, yaitu manual dan e-registration. Dengan cara e-registration melalui internet di situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id dengan memilih e-registration, lalu wajib pajak bisa memasukkan data-data pribadi yang diperlukan berdasarkan tanda pengenal (KTP/SIM/Paspor). Selanjutnya wajib pajak dapat menyerahkan atau mengirimkan melalui pos atau softcopy data pribadi tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat. Sedangkan secara manual wajib pajak bisa mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsulatasi Perpajakan (KP2KP) setempat, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan.

2. Analisis pendaftaran NPWP merupakan proses pengukuran akan efektifitas pendafataran NPWP  melalui e-registration dan manual yang berpengaruh pada upaya KPP Sekayu untuk peningkatan pendaftaran NPWP melalui e-registration.
3. E-registration merupakan sistem pendaftaran wajib pajak dalam memperoleh NPWP melalui internet yang terhubung langsung dengan Direktorat Jendral Pajak. Bagi KPP Sekayu tujuan yang hendak dicapai adalah memaksimalkan e-registration dalam peningkatan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani (2004 : 2) adalah iuran rakyat kepada negara  (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.

2. Dalam hal pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,khususnya di dalam  pelaksanaan  pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu (Siti Resmi, 2005:2)   

1. Fungsi Budgetair

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Sistem Pemungutan Pajak

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban wajib pajak yang harus dibayar sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran,  menurut Mardiasmo (2008:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:
1. Official assesment system

Adalah sistem pemungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Self Assesment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperthitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memetong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak mungkin sudah biasa bagi orang pajak atau orang yang bergelut dengan dunia pajak tapi apakah  semua masyarakat itu tahu semua apa itu NPWP apalagi mengerti bagaimana bentuknya, oleh sebab itu di jelaskan tentang NPWP yaitu: 

1. Dasar Hukum

      Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, khususnya pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak kepada wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2007:26)

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP dan Perubahan data wajib pajak atau PKP dengan sistem e-Registration,NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas. Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya, yang terdiri dari lima belas ( 15 ) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

3. Fungsi NPWP

Mardiasmo  (2008:22)  menjelaskan bahwa kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP, dan ada empat fungsi dari NPWP tersebut, yaitu

a. Sarana dalam administrasi perpajakan
b. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban    perpajakannya.
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
d. Menjaga ketertiban dalam pembayran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

4. Tempat pendaftaran NPWP

Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

a. Bagi wajib pajak orang pribadi adalah pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
b. Bagi wajib pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha wajib pajak

5. Jangka Waktu Pendaftaran

    H. Gustian (2003:30) mendeskripsikan jangka waktu pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut : 

a. Wajib pajak badan atau orang pribadi usahawan, paling lambat satu bulan setelah usaha mulai dijalankan.

b. Wajib pajak Non-Usahawan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya sampai dengan satu bulan dalam tahun buku memperoleh pengahasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

6. Sanksi
Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakn pasal 39 disebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban memiliki NPWP, yaitu :
a. Ayat (1)  perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri , menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak.

b. Ayat (2) untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1)

c. Ayat (3) penyalahgunaan atau pengunaan tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak, atau penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restirusi pajak dan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.
7. Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif  dan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Wajib pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan.

b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

c. Warisan yang telah selesai dibagi

d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebgai bentuk usaha tetap.

f. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang tidak memenuhi syarat lahi sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 2008:26)

      Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak apabila:

a. Diajukan  permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
c. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di indonesia atau
d. Dianggap perlu oleh DirJend pajak untuk menghapuskan NPWP wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Format NPWP

 NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Format tersebut adalah seperti pada gambar berikut : 
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	Kode

Kelompok WP
	Nomor

Pokok
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Pengecekan


	Kode KPP
	Kantor Cabang/Pusat


E-Registration
Sistem e-registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak dan pengusaha kena pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan DirJend (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 24 tahun 2009 tentang  Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP dan perubahan Data Wajib Pajak dan PKP dengan Sistem e-registration
1. Tata cara penggunaan aplikasi e-Registration

a) Dimulai dengan masuk ke alamat web www.pajak.go.id, kemudian membuat username dan password untuk dapat login ke aplikasi e-registration.

b) Mengisi formulir digital pendaftaran wajib pajak.

c) Mencetak formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara dan menandatangani formulir registrasi wajib pajak.

d) Surat keterangan terdaftar sementara hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak pendafataran dilakukan dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan diluar bidang perpajakan.

e) Menyampaikan formulir registrasi wajib pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung maupun melalui pos secara tercatat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdafatar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.

f) Dalam hal formulir registrasi wajib pajak beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud diatas belum diterima oleh kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdafatar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem.

2. Persyaratan yang harus dipenuhi

a) Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas : fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

b) Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :

1) Fotocopy Kartu tanda penduduk bagi penduduk indonesia atau paspor ditambah surat keterangan tempat tunggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau kepala desa bagi orang asing.

2) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

c) Untuk Wajib Pajak Badan

1) Fotocopy akte Pendirian dan Perubahan Terakhir atau Surat Penunjukkan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.

2) Fotocopy kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
PEMBAHASAN
Proses pelayanan pendaftaran NPWP dengan e-Registration di KKP Pratama Sekayu
        Jajaran vertikal DJP dalam hal ini KKP Sekayu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keberadaan KPP Pratama sebagai aparatur pajak berkewajiban untuk memberikan penyuluhan, konsultasi, dan pelayanan tentang kewajiban wajib pajak untuk memiliki NPWP. Untuk masyarakat awam tentunya akan kurang memahami proses penggunaan e-registration, mereka akan cenderung memilih datang dan meminta bantuan langsung ke KPP Sekayu untuk memperoleh NPWP. Maka KPP Sekayu memberikan pelayanan gratis, mudah dan cepat untuk membantu masyarakat yang sadar dan ingin memiliki NPWP.
KPP Sekayu memiliki pegawai honorer yang bertugas khusus melayani masyarakat untuk memperoleh NPWP dengan sistem e-registration. Wajib pajak hanya perlu datang ke KPP Sekayu dengan membawa fotocopy kartu identitas dan kemudian mengisi formulir yang telah disediakan, petugaslah yang melakukan proses pendaftaran melalui e-registration berdasarkan data dalam formulir yang ada. Setelah proses pendaftaran melalui e-registration selesai, petugas akan mencetakkan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) dan formulir registrasi wajib pajak dan NPWP siap untuk dicetak. Setelah SKTS dan formulir yang diperlukan dibaca dan ditandatangani oleh wajib pajak, kartu NPWP bisa digunakan oleh wajib pajak. SKTS dan formulir akan diminta kembali oleh petugas untuk mencetakkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Respon masyarakat terhadap adanya pelayanan pembuatan NPWP dengan e-Registration di KPP Pratama Sekayu


        Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Sekayu, masyarakat sangat diuntungkan karena tidak perlu direpotkan untuk proses memperoleh NPWP, apalagi untuk kalangan masayarakat yang kurang menguasai teknologi informasi. Para wajib pajak memberikan respon positif nterhadap pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Sekayu, mereka yang antusias karena memperoleh pelayanan akan menyampaikan kepada teman dan kerabat, sehingga pelayanan KPP Sekayu semakin tersebar luas dan diharapkan mampu mendongkrak jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Sekayu pada khususnya dan database Direktorat Jendral Pajak pada umumnya.

Hambatan yang ditemui KPP Sekayu dalam upaya meningkatkan kesadaran masayrakat untuk memiliki NPWP


        Setiap upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar pasti menemui hambatan. Hambatan yang timbul dalam pelayanan pendaftaran NPWP melalui sistem e-registration adalah:
1.   Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk        
      memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kurangnya pengetahuan para wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Hal ini mungkin dikarenakan        para wajib pajak enggan untuk meminta penjelasan kepada aparatur pajak mengenai hal-hal yang belum diketahui berkaitan denagn pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Peraturan perpajakan yang terus-menerus mengalami perubahan dan kurang disosialisasikan kepada masyarakat.
4.  Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perpajakan yang masih kurang.
5.  Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana  teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung  proses pelayanan pendaftaran NPWP secara elektronik.
Upaya yang seharusnya dilakukan oleh KPP Sekayu dalam meningkatkan pendaftaran wajib pajak orang pribadi secara e-registration.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh KPP Sekayu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak memenuhi kewajibannya memiliki NPWP melalui e-registration adalah:
a. Sosialisasi Perpajakan

Meningkatkan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kewajiban perpajaknnya dan memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ada. Hal ini dilakukan agar  masyarakat dapat lebih mengenal dan mengerti tantang pajak beserta aturannya dan untuk mencapai itu semua KPP Sekayu  harus lebih memperhatikan lagi kegiatan sosialisai yang dilakukan sudah  mencapai sasaran ataupun belum. Misalnya : membuat laporan setiap mengunjungi daerah yang disosialisasiakn tentang pajak.
b. Sarana dan Prasarana

Meningkatkan  sarana dan  prasarana teknologi dalam  mendukung kegiatan sosialisasi dan pendaftaran NPWP. Sarana prasarana yang penulis maksud disini yaitu kios pendaftaran (NPWP) berupa mobil pajak untuk daerah yang di kunjungi atau di sosialisasikan tentang pajak. Kios pendaftaran ini memilki fungsi yang dapat membantu masyarakat yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu, untuk meng akses sistem e-registration  dalam pendaftaran NPWP. Akan tetapi tidak terdapat kios pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu  yang menjadi sarana untuk menggunakan aplikasi e-registration. Untuk itu yang harus disiapkan KPP Sekayu adalah berupa loket mesin pelayanan kios pendaftaran NPWP yang berisi aplikasi sistem e-registration, tersedianya kios pendaftaran NPWP berupa mobil pajak oleh KPP Sekayu dapat membantu  masyarakat atau konsumen sebagai wajib pajak untuk mengakses aplikasi siteme-registration. Selain kios pendaftaran di KPP Sekayu masyarakat juga dapat mengakses sistem ini lewat waung internet yang ada disekitar lingkungan masyarakat.
c. Peningkatan Kinerja
Personil merupakan aparatur DJP yang bertugas pada pelayanan pendaftaan NPWP dengan menggunakan sistem e-registration. Kinerja aparatur yang  kuat untuk melaksanakan, memanfaatkan,  mengembangkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis dalam pembangunan teknologi informasi perlu diwujudkan dan penggunaan teknologi diharapkan dapat menggali kinerja yang lebih optimal baik oleh aparatur pemerintah ataupun masyrakat. Untuk dapat melaksanakannya pegawai KPP Sekayu harus mendapat pelatihan yang memadai tentang e-registration dan peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru agar tidak salah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Pelayanan pendaftaran NPWP terbukti efektif meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar melalui e- registration setiap tahunnya walaupun belum terlalu maksimal.
2. Kurangnya kesadan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yaitu mendaftarkan  diri sebagai wajib pajak.
3. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia        dalm penggunaan teknologi.
4. Kurangnya sarana dan prasarana (terutama jaringan internet)
Saran:

1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya dan memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ada.

2. Melakukan pencarian data melalui sumber-sumber atau instansi terkait yang dapat memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pelaksanan ekstensifikasi perpajakan.
3. Meningkatkan kinerja para pegawai KPP Pratama Sekayu agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
4. Meningkatkan sarana dan prasaran (jaringan internet) agar masyarakat lebih mudah dan cepat dalam melakukan akses internet dan melakukan     e-registration.
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